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'BUPATI CIANJUR
~ PROVINSI JAWA BARAT
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PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 102 TAHUN 2018
TENTANG

iyl . PEJABARAN wzd@>m>z PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ‘mS@..

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .
BUPATI CIANJUR, .

Menimbang - bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Peraturan Daerah mecwmﬁmm Cianjur Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Anggarar Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
_Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; .

Mengingat - : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan - Daerah-Daerah Kabupaten - Dalam
- o . Lingkungan NS@B& Djawa Barat (Berita Negara mecdzw Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
- dengan ‘Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); .,
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

UndangsUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran -Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);.

Undang-Undang Nomior 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Négara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

\O

10.

17

" Indonesia Nomor 4400); : ; .

U'ndang-Undang Nomor 25 T ahun 2004 tentang Sistem wmwnbomsmmb Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2604 Nomor 104, Tambahan Lembarau Negara Republik Indonesia Nomor
4421); . . : - . : - :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang wmiavms.mm?.ﬁmcmsmmw antara Pemerintdh Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
A P ; ‘ : .

Negara Republik Inddnesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentarig Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

‘Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor-5587) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); .

'}

Cnambmydbambm Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Fmgdmﬁmz, Z;wmem Republik
Indonésia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan - Wakil

" Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4028);
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_Peraturan Pemerintah’ Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana wmlgdmﬁmmb (Lembaran Negara- W@@C‘U:W

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575};

. Peraturan Pemerintah - Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi chmbwmb Umowm@ghmgvmums

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5185} . . .

Peraturar> Pemerintah Nomor 58 Tahun 20635 tentang Pengelolaan Keuangan Paerah (Lembaran Negara

. Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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16.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan ‘Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
FmBUmBB.memwm Republik Indonesia Tahun woom Nomor 25, Tambahan rmadmﬁmﬂ Negara Republik
Indonesia Nomor 4614); * ‘ B 4 S

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

. Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat

17.

18.

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan .Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat -(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693); _ : 3 : ) o ;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang wmsmﬁo_mmb Uang Negara/Daerah (Lembaran, Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- -

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesja Nomor
4972) sebagaimana telak diubah beberapakali terakhir mewmb Peraturan Pemerintah Nomor 1 JTahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik-Indonesia Tahun 2018. Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6177); _ .
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* 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 ‘Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51613;, v s -

: wonwmagwmb Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mmambm Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan ...Wogai:ﬁmﬁ Nomor 30 Tahun wo._:, tentang Pinjaman Daerah Fmgdmwmb Negara . Republik

2

2

Indonesia HmECB 2011 Nomor 59, Tambahan h@gdmwm,s Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

22, Peraturan ?‘Bwiwﬁmb Nomor 2 Tahun 2012 ter tang Hibah Daerah (Lembaran memamrw_mﬁcw:w Indonesia

~Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara WQEU:W Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Fwﬁ,dmamb

P

Negard Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negdara Republik Indonesia Nomor
"5533); 0 - - - 1 e C e ,

P

24, Peraturan Pemerintah Nomor, 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Némor 5539) sebagaimana telah diubdh dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Normor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 17);

25. Peraturan Pemerintah- Nomor 12 Tahun 2017 .ﬁ@amsm. Pembinaan dan wobmmémwms Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor. 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1); ‘

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057); 4 .

27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ﬁogvm_wmm memwm Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
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28: Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan W mémbmbm Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Eembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); s - : -

29. w@wmﬁcwmb. Presiden Nomor 16 Tahun 2018 wmwﬁmsm wmmmmammb Barang/ mem.mmﬁ_ﬁ,wamﬁ (Lembaran Negara
. Republik Indorniesia Tahun 2018 Nomor 33); : : S .

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakdli terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Pernbahan kedua Atas-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomoi*310); .

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pédoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosidl yang.Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Betita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimgna telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
N&eri Nomor 13 Tahun 2018 tentans Perubahan Ketiga Atas Peraturarf Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian ‘Hibah -dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); .

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Wmiumwww Akrual pada wmgmﬁ.gmw Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor wamr

34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertgnggungjawaban Penggunaan Bantugn Keuangan Partai Politik (Berita Nggara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1744) sebagaimana tela diubah dengan Peraturan MenterisDalam Negeri Nomor 6 Tahun,2017-
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata .Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Humimbmmcsmu.m.émcma Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun- 2017 Nomor 198); . :



35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman mmbm@gmm: Barang Milik Daerah

»

©. 30

o

39.

®

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); -

® °

Peraturan Menteri Dalam zﬁmﬁm Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedbman me%:m:sms Anggaran wmbammmﬁmw

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); -

Peraturan Um.@amw, Qmé.CWZOEE. 02 Tahun, 2007 tentang W@Dmﬁoymmb Keuangan Daerah Fmavmas Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri DJ; ; .

. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tenteng Sistem Perencanaan Pembangu~an

—

Daerah Kabupaten Ciani ir @ngdmwmb Daerah Kabupaten Ci B;.SM. Tahun 2011 Nomor 36 Seri D)
Peraturan ‘Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37
Seri Dj; i . = | : v

40. Peraturén - Daerah .Wmdcnmﬁms Cianjur ‘Notor 9 Tahun 2016 tentang Ren€ana vmgdwsmnsmw Jangka

gmbmsmmw. Daerah Tahun 2016-2021 FmB_Um:,mE Daerah Kabupaten Cianjur %mﬁ:ﬁ. 2016 Nomor 9);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan
. dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);

42.

-

Peraturan Daerah vac@mﬁmb Cianjur Nomor 5 Hmbcn.wowm tentang Anggaran wmsmm%mﬁ.m.b dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 5); - . .

- 0 P . -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN - ‘BUPATI TENTANG - PENJABARARN ANGGARAN PENDAPATAN. DAN BELANJA DAERAH,
. TAHUN ANGGARAN 2019. | | . | -
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kébupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

. 1. Pendapatan : ¥
) : -a. Pendapatan Asli Daerah -
b. Dana wumzadmbmmb
c. Lain-lain Pendapatan yang sah
Jumlah Pendapatan

2. Belanja :
a. Belanja ﬁamw Langsung :
1) Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Smbsidi
Belanja Hibah .
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil -
Belanja Bantuan Keuangan
) Belanja Tidak Terduga

BASE MY

* Jumlah Belanja Tidak Langsung

'b. Belanja Langsung :
1) wﬁmém Pegawai
2) Belanja Barang dan J asa
3) Belanja Modal ,
Jumlah .ww_mEm rmqmwcsm
Jumlah _wﬁmém
Surplus/(Defisit)

Rp .

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp
Rp

1602.556.114.388,69
2.288.600.101.000,00
623.695.948.730,00

.

1.427.283.215.288,00
0,00 .
s 0,00
5.385.100.000,00
0,00
8.932.754.000,00
689.211.270.500,00
4.943.988.056,00

. Rp

82.168.909.677,72

@@@.@Lp.wmw.mmwv@m

mmm.wﬂmmwmﬁ.wwu:wm
o Rp
Rp

-

3.514.852:164.118,69

2.185.756.327.844,00.

1.367.488.566.594,69

'3.553.244.894.438,69

(38.392.730.320,00)

14
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3. Pembiayaan:

a. Penerimaan - Rp ~  45.892.730.320,00 s -

b. Pengeluaran - . : Rp 7.500.000.000,00 : i
Jumlah Pembiayaan Neto @ . . -« Rp . 38.392.730.320,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Bl ="' _ Rp _ o T 0,00

vmwmﬁw_
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja -Daerah sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. .

4 4

e | o " Ppasal & .. , e 4 ®

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. ’ ’

. . . Pasal 4 _ .
rm:dn:)wb sebagaimana dimaksud dalam TWmmew@ms Pasal 3 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

9

- T , Pasal.5- " R o e

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran ﬂ@bamﬁmﬁwb dan Belanja Daerah mmdmmmwdmbm ditetapkan dalam Peraturan
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah' sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. _ ‘ ; ‘ .

¢ *



Pasal 6

Peraturan Bupati ::.BEE berlaku pada tanggal QEDQmmmeS _ P .
Agar setiap orang Bmsm@ﬁmrgsu\m Bmaﬁqsgww&p @msmcsamsmmﬁ Peraturan wC@mz ini mmﬁmmb wosﬁb@mﬁmse\m

. dalam Berita Um@amr Wmvctmﬁob Cianjur.

4

U;wﬁmﬁwms di OBEE,
pada Qdmmmz 31 Dnmogdwa 20 5

.E:>x@;§qd®>mmcﬁzgo$zgcm
oLt a3t DB G re L. T T - ttd. A :

. . HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur o ) | )
ﬁmam Ssmm& 31 Desember'2019 . . :

. ABAN SUBANDI

¢ ¢+ ¢

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 102

‘g



